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BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ B} /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SMART CITY PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

BUPATI TABALONG,

bahwa salah satu upaya mewujudkan visi Pembangunan Daerah
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2025 - 2029, yaitu mewujudkan Kabupaten Tabalong
sebagai Kabupaten yang Smart;

bahwa dalam rangka mewujudkan visi Pembangunan Daerah
Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu dibentuk Tim Pelaksana Smart City Pemerintah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 649);

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 321);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
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13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi
Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 601);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah
Kabupaten Tabalong Nomor 070/1/NK/403.011/2022 Tahun 2022
tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (SMART CITY)
Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pelaksana Smart City Pemerintah Kabupaten
Tabalong Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. menyusun Master Plan Smart City;

b. menyusun Program Percepatan (Quick-Wins) Smart City; dan

c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan  hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong;



KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI

RETARIS DINAS/BADAN

Tembusan Kepada Yth:

Ditetapkan di Tanjung )
pada tanggal |’+ fapyvi 228

PARAF KOORDINAS!

SEKDA

Pj. BUPATI TABALONG,

ASISTEN o Vﬁ QUU
KADIS/KABAN '/
S HAMIDA MUNAWARAH

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Anggota Tim yang Bersangkutan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ §3 /2025

TANGGAL |} foyyvay; Xo¢

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SMART CITY PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

NO JABATAN DALAM DINAS JABAT?,?MDALAM KET
1 2 3 4
1. | Bupati Tabalong Pengarah I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pengarah I
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Penanggung Jawab
4. | Inspektur Kabupaten Tabalong Pengawas
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

S. Ketua
Kabupaten Tabalong
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset :

. dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong Walkil Ketua
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

¥ Kabupaten Tabalong Anggota
Kepal Bagi Huku Sekretariat Daerah

8. epala agian ukum ekretaria aer Anggota
Kabupaten Tabalong
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

9 | Kabupaten Tabalong Anggota

10. | Camat Se Kabupaten Tabalong Anggota

Pj. BUPATI TABALONG,

| PARAF MIERARNS PARAF KOORDINAS! |
SEKRETARIS DINASIBADAN Q SEKDA ; | q O {_/
|

0
KABID/KABAG ASISTEN )’L HAMIDA MUNAWARAH

KASHKASUBBIG/KASUBBAGIF j/\ | KADIS/KABAN




